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STANDAR MORAL DAN ETIKA
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Olek Prof. Dr. Payaman Simenjutak %

Standar moral berfungsi sebagai alat ukur
etika bisnis, yaitu standar ukuran nilai-nilai dan
. moral dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan bisnis, Etika bisnis merupakan
proses mengevaluasi  keputusan  atau
kebijakan bisnis sebelum atau sesudah
ditetapkan, untuk mengetahui apakah
kebijakan atau keputusan tersebut baik atau
buruk, benar atau salah, sesuai dengan
standar moral. Pengambilan keputusan di
bidang bisnis atau di bidang ekonomi pada
umumnya mengandung dimensi politik,
teknologi, sosial dan etika. Pertimbangan-
pertimbangan tersebut biasanya dilakukan
sebelum keputusan bisnis dilakukan., Namun
evaluasi etika bisnis dapat dilakukan dalam
proses bahkan setefah keputusan bisnis
dilaksanakan, _

Standar moral -terdiri dari beberapa prinsip
moral umum dan" khusus sesuai dengan
budaya masyarakat setempat. Prinsip moral
memuat pedoman bersikap yang berterima
bagi masyarakat dan sikap-sikap yang tidak
dikehendaki baik dalam melakukan bisnis
maupun dalam interaksi hubungan sehari-hari.
Pengukuran etika pengambilan keputusan
bisnis dapat dilihat dari segi dampak atau
atau dari segi

konsekuensi keputusan,

peraturan, atau dari segi keadilan.

1 Dampak Suatu Keputusan
Penilaian soatu keputusan bisnis dari segl
etika dapat dinilai dari segi dampak yang

diakibatkannya, siapa yang diuntungkan dan
siapa yang dirugikan. Konsekuensi suatu
keputusan dapat dilihat kelompok yang
diuntungkan atas kerugian kelompok Iaifi
(egoisme) atau dari segi manfaat atau utiliti
yang diperoleh semua pemangku kepentingan.
Egoisme merupa-kan suatu kebijakan atau
keputusan yang mengutamakan kepentingan
seseorang atau sekolompok orang atas
kerugian dari orang atau kelompok orang lain
di  kalangan  pemangku  kepentingan
(stakeholders).

Egoisme merusak tatanan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, sekelompok orang
dapat menikmati keuntungan, Dalam jangka
panjang, reaksi dari pihak yang dirugikan dapat
mengganggu stabilitas usaha. Misalnya dalam
rangka menarik investor asing, hak berserikat
bagi pekerja dibatasi dan kenaikan upah
ditekan. Dalam jangka pendek, investor dapat
menikmati keuntungan besar, akan tetapi
dalam Jangka panjang antipati pekerja
terhadap investor asing dapat tumbuh dan
berkembang. Demikian juga sebsliknya bila
untuk menaikkan upah pekerja, biaya lain
berupa sarana pencengahan pencemaran
lingkungan direduksi. Dalam jangka pendek
pekerja dapat menikmati kenaikan upah.
Daiam jangka panjang, lingkungan akan
menderita atau tercemar sehingga tidak
mampu  lagi mendukung kelangsungan
perusahaan, atau perusahaan dituntut harus
membayar ganti rugi.
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“Pandangan utitarian In_dikemukakan oleh
Jeremy Bentham {1748-1832) dan John Stuart
Mill (1806-1873) yang menyatakan bahwa
disebut sudah etis bila
tersebut memberikan

{utiliti) yang paling tingg! dari
semua afternatif keputusan. Artinya manfaat
setiap alternatif keputusan bagi semua
kepentingan dihitung
baik dampak positif
negatif (externalities).
setiap alternatif

suatu  keputusan

keputusan akan

kemanfaatan

‘pemanghku harus
termasuk dampaknya,
maupun dampak
Kemudian manfaat dari
dibandingkan untuk memilih manfaat yang

terbesar.

2. Peraturan

Peraturan memuat
harus dilkuti dan apa yang tidak boleh
dilakukan masyarakat,  Peraturan
memuat hak dan kewajiban setlap orang
kelompok orang, organisasi atau perusahaan.
Peraturan dibentuk untuk pengakuan dan
menjamin hak dan keadilan. Keputusan yang
didasarkan pada dan sesuai dengan peraturan
dianggap sudah etis dan memenuhi kriteria
keadilan, -karena peraturan dibentuk sudah
mempertimbangkan faktor jaminan hak dan
keadilan tersebut.

oleh

a. Prinsip Hak

Setiap orang mempunyai  hak dan
kewajiban. Hak yang utama adalah hak
asasi manusia (HAM), hak yang  dimiliki
oleh semua orang, berlaku secara universal.
Setiap orang termasuk saya mempunyal hak

asasl yang harus dihormati oleh orang lain.

ketentuan yang |

Hak asasi yang sama juga dimiliki oleh orang
lain yang saya harus hormati, tidak boleh
sava lecehkan, berkewajiban
menghormati hak lain
sebagaimana saya mengharap-kan mereka
wajib menghormati hak asasi saya. Setiap
hak berbicara. Hak
saya berbicara harus dihormati - semua
tidak
mengganggu atau melecehkan hak asasi

Saya

asasi orang

orang mempunyai
orang sepanjang pembicaraan saya

mereka.

Immanuel Kant (1724-1804) mengembang-
kan konsep hak moral dengan pemahaman
bahwa setiap orang harus diperiakukan
sebagai orang bebas dan sama yang satu
dengan yang lain. Hak morai manusia harus
berlaku secara universal. Suatu tindakan dapat
dibenarkan secara moral bfla tindakan yang
sama dipandang baik di setiap tempat dan
setiap waTdu Jadi tindakan tersebut harus
bersifat universal dan berlaku timbal bafik
{reversible).

Kententuan moral
setiap orang vang harus dipatuhi tanpa
kecuali, Ketentuan tersebut merupakan aturan
pasti yang harus dipatuhi dalam setiap
pengambilan keputusan, tidak tergantung
pada situasi, dan tidak memberi ruang

merupakan kewajiban

pengecualian bagi seseorang walaupun
kemungkinan berdampak memberi
keuntungan lebih bagi beberapa pihak

tertentu.
b. Prinsip Keadilan

Keadilan berkaitan dengan masalah-
kepatutan dan

masalah hgk, (fairness)

persamaan.
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Tindakan adil berarti menghormati hak
setiap orang dan memperiakukan semua
orang secara rata. Keadilan
dapat dillhat dalam 3 bentuk yaitu
keadilan distributif, keadilan retributif dan
kompensast.

sama

Keaditan distributif  dimaksudkan
sebagai pemerataan atau distribusi
semua manfaat dan beban dalam masyarakat
ecara adil. Manfaat mencakup kesempatan

kerja dan penghasilan, pemliikan aset,
kesempatan pendidikan, pelayanan
.kesehatan. waktu senggang dan istirahat,
Beban mencakup bekerja, membayar
pajak dan pelayanan  sosial. Distribusi
‘manfaat dan  beban tersebut dapat
ditakukan secara sama rata atau
proporsional, berdasarkan kebutuhan atau

upaya (effort) atau hasil kerja (merit), dan

atau berdasarkan kontribusi sosial.

John Rawls mengembangkan teori
keadilan dengan
“tabir  ketidaktahuan”, posisi asli
pengaruh atau pemaksaan dari luar.
Keputusan diambil tanpa mengetahui terlebih
dahulu siapa vang dibalik tabir itu: suku,
jenis kelamin, umur, pendidikan, 1Q atau
hubungan Keputusan seperti itu
akan memberi yang sama
kepada setiap orang memperoleh manfaat

menggunakan konsep
tanpa

sosial,
kesempatan

maksimum dari keputusan tersebut,
Perbedaan mungkin terjadi, tergantung
pada perbedaan respon setiap orang

terhadap kesempatan tersebut.

Robert Nozick mengemukakan%hwa :
kebebasan (liberty} merupakan
keadilan distributif, yang memungkinkan setiap
orang dapat memaksimumkan kemerdekaan
pribadinya. Ha! ini sesuai dengan teori hak
(entitlement theory)  yaitu bahwa : Seseorang
yang telah menyewa atau membeli aset sesuai.
dengan ketentuan yang adil, berhak atas

landasan

pemanfaatan aset tersebut.

Keadilan retributif berarti seseorang
atau perusahaan harus membayar retribusi
sebagai hukuman atas tindakannya yang
salah. Di Indonesia retribusi dimaksudkan
sebagal yang harus dibayar
perusahaan pemanfaatan sumber-
sumbuer yang tersedia. Misalnya retribusi
penggunaan pompa retribusi
penggunaan jalan yang harus dibayar kepada

kompensasi
atas

air dan

Pemerintah Daserah setempat.

Kompensasi diberikan cleh seseorang
atau perusahaan kepada pibhak lain atas
kesalaﬁé'ﬁ}iya mefakukan tindakan yang
merugikan pihak lain tersebut. Misalnya,
pengusaha melakukan pencemaran yang
mematikan ikan-kan di tambak beberapa
ketuarga. Pengusaha yang bersangkutan wajib
kompensasi sebagai ganti rugi
sebesar nilai ikan-ikan yang mati tersebus.

membayar

3. Hak Asasl Manusla

Standar moral yang dikenal secara
umum adatah Hak-hak Asasi Manusia yang
diadopsi Persatuan Bangsa-Bangsa dalam

tahun 1948,
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| Disamping ity berkembang hak-hak universal
. seperti di bidang
bidang perusahaan

secara sektoral
ketenagakerjaan, di
multinesional, khusus untuk anak, khusus

untuk perempuan, dan lain-lain.

a. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasl
Manusia

Hak-hak Asasi Manusia {HAM} dimuat
dalam Dekiarasi Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada Sidang Umumnya tanggal 10
Dessmber 1948, yang iebih lanjut dikenal
dengan Universal Declaration of Human
Rights. Deklarasi HAM tersebut menyatakan
bahwa : _

(1) Semua orang dilahirkan bebas serta

mempunyai martabat dan hak-hak yang

~ sama;

(2) Semua orang mempunyal hak-hak asasi

dan kemerdekaan yang sama tanpa

dibedakan ras, warna kulit, asal usul

sosial, pemilikan harta, dan atau status

sosial;

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup,

kebebasan dan keamanan pribadi;

Tidak boleh melakukan perbudakan dan

jual-beli orang;

Tidak boleh melakukan penyiksaan,

kekejaman dan hukuman yang tidak

3
4
(5)

berperi kemanusiaan;

(6) Setiap orang mempunyai hak untuk

dihormati di depan hukum;
(7) Semua orang sama di depan hukum dan
memperoleh perlindungan yang sama

tanpa diskriminasi;

(8) Setiap 6rang herhak memperoleﬁ‘" per-
lindungan pengadilan yang berkompeten
atas pelanggaran hak asasi manusia;

(9) Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa
alasan yang jelas; _

{10)Setiap orang berhak  memperoleh
pembelaan umum yang sama dan adil

dalam pengadilan yang bebas atas
tingakan kriminaf vang dituduhkan
kepadanya;

{11) Setiap orang yang diajukan ke pengadilan
tetap dianggap tak bersalah sebelum
kesalahan dimaksud terbukti
ditetapkan oleh  pengadilan
berkompeten;

(12)Setiap orang berhak  memperoleh
perlindungan atas campur tangan atau
ancaman terhadap kehidupan pribadi,
keluarga, dan kehormatanhya;

{13) Setlap crang berhak atas kebebasan
pindahk tempat tingga! di daerah negara;

{14) Setiap orang berhak memperoleh suaka
politik di negara lain;

(15) Setiap orang berhak menjadi
negara suatu negara;

(16) Setiap laki-laki dan perempuan yang
sudah dewasa berhak untuk kawin dan
membangun keluargda, tanpa pembatasan
karena suku, kewarganegaraan dan
agama; |'1_

(17)Setiap orang berhak mempunyai mik
pribadi dan mitik bersama;

(18) Setiap orang berhak atas kebebasan

dan
yang

warga

mempunyai keyakinan dan agama,
termasuk  kebebasan untuk berpindah
" agama;
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(19)Setiap orang berhak atas kebebasan
mempunyai idea dan menyatakan idenya;

(20) Setiap orang berhak atas kebebasan
berorganisasi;

(21) Setiap orang berhak mengambil bagian
dalam pemerintahan di negaranya secara
langsung atau secara tidak langsung

sistern perwakifan;, termasuk

akses yang sama untuk

melalui
mempunyai
memperoleh layanan umum;

{22) Setiap orang berhak memperoleh jaminan
sosial dengan program dan
kemampuan negara yang bersangkutan;

(23) Setiap orang berhak untuk bekerja, atas
bebebasan pekerjaan,
perlindungan

sesuai

memiith
terhadap pengangguran,
pembayaran upah yang sama atas
pekerjaan yang sama, serta mebentuk
atau menjadi anggota serikat pekerja;
{24) Setiap orang berhak atas istirahat kerja
dan cuti dengan tetap menerima upah;
(25) Setiap orang berhak atas ke'hidupan yang
layak termasuk pemenuhan kesehatan
dan kebutuhan keluarganya;

(26) Setlap orang berhak atas pendidikan,
termasuk pendidikan gratis untuk sekolah
dasar dan bila mungkin sekolah yang lebih

tinggi;

(27)Setiap orang berhak secara bebas
berpartisipasi dalam ke__b__l_x_gayaan
masyarakat.

Disamping itu, Majelis Umum PBB juga telah
mengadopsi beberapa Konvensi vang pada
dasarnya penjabaran  darl
Deklarasi tersebut dan memuat beberapa
prinsip penting mengenai Hak Asasi Manusia.

merupakan

™
Salah satu yang penting adalah Kenvensi
tanggal 18 Desember 1979 tentang

- Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Againts Women, Indonesia telah
meratifikasi - Konvensi  tersebut dengan
Undang-undang no. 7 tahun 1984. Pasal 11
Konvensi tersebut memuat perli:'ndungan.
persamaan hak pekerja perempuan dan hak
laki-laki, antara datam
profesi
kesempatan kerja, mempercleh kesempatan

lain memilih

dan pekerjaan, memperoleh
mengikuti pelatihan dan promosi, memperoleh
upah dan tunjangan-tunjangan yang sama,
memperoleh perlindungan kesehatan dan

keselamatan kerja termasuk perindungan

fungsi reproduksi.
b. Standar ILO

Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional  atau  International Labour
Organizationa! (ILO) didirikan tahun 1919

dengan tujuan meningkatkan perlindungan
pekerja kondisi
perusahaan, besar atau kecil, di setiap negara.
Untuk itu ILO setiap tahun Dbersidang
membahas dan menetapkan standar baru

dan kerja di semua

dalam bentuk Konvensi dan Rekomendasi.
Konvensi memuat ketentuan dan perfindungan
dasar di bidang ketenagakerjaan. Setiap
negara anggota ILO diharapkan meratifikasi |
Konvensi tersebut menjadi undang-undang di
negara yang bersangkutan, Rekomendas
memuat prinsip dan cara penerapan Konvensi,
diharapkan dapat diberlakukan oleh negara
anggota, dengan mengadopsi sebagian atau
seluruh isi Rgkomendasi tersebut dalam
peraturan perundangannya,
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Ketentuan yang diatur dalam setiap Konv;ensi
itu seogianya merupakan standar minimum
yang harus diterapkan.oleh semua perusahaan
di setiap negara, baik perusahaan
multinasional maupun perusahaan domestik.
-Nafnun demikian perhatian dunia sekarang ini
lebih terfokus kepada 8 Konvensi Dasar ILO
yang dipandang sejajar dengan Hak-hak Asasi
Manusia di  bidang  ketenagakerjaan.
Kedelapan  Konvensi
digolongkan ke dalam 4 Kelompok, yaitu
menyangkut :

1) Kebebasan berserikat dan berunding
bersama (Konvensi No. 87 tahun 1948
dan No. 98 tahun 1949};

2) Larangan kerja paksa (Konvensi No. 29
tahun 1934 dan No. 105 tahun 1957);

3) Larangan mempekerjakan anak (Konvensi
No. 138 tahun 1973 dan No. 182 tahun
1999),

4) Larangan diskriminasi (Konvensi No. 100
tahun 1951 dan No. 111 tahun 1938).

Dasar tersebut

C. Pedoman Bagl Perusahaan Muttinasional

' Dalam menanggapi peranan dan
keterlibatan perusahaan multinasional di
berbagai negara dalam masalah-masalah
sosial  dan politik, organisasi
{inter-
national Labour Organisation) dalam tahun
ILO Tripartite

Declaration of Principle on Multinational

ekonomi,

Ketenagakerjaan  internasional

1977 telah mengetuarkan

Enterprises and Soclal Policy yang memuat
beberapa ketentuan  yang harus diikut
di  bidang
mengenai

perusahaan multinasional di

ketenagakerjaan, termasuk

rekrutmen  pekerja, pelatihan, syarat-wyarat

kerja dan hubungan industrial. Dalam waktu

yang bersamaan, yaity dalam tahun 1976,

Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD) yang beranggotakan 30

negara, juga menetapkan Guidelines for

Multinational Enterprises yang kemudian

disempurnakan pada bulan Juni 2000, Tujuan”

penyusunan kedua instrumen dan dokumen
tersebut adalah untuk :

(1) menjamin  pelaksanaan  perusahaan
multinasionat selaras dengan kebijakan
pemetintah setempat;

{2) memperkuat dasar saling mempercayai

antara - perusahaan multinasional dan

masyarakat setempat;

(3) membangun iklim investasi dari luar

negeri; "

{4) mendukung pembangunan berkelanjut-an
di negara yang bersangkutan;

(8) mendorong perusahaan mulﬂnaslonal
tidak menurunkan standar serta tidak
melanggar  ketentuan  yang felah
ditetapkan dengan dalih menghadapi
kompetisi yang semakin tajam.

Dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, perusahaan muRinasionat yang

beroperasi di berbagai negara diminta untuk

mengikuti ketentuan atau pedoman berikut ini.

{1) Memahami dan memperhatikan kebijakan
pemetintah setempat;

{2) Mendukung pembangunan berkelanjutan
terutama di bidang ekonomi, sosial dan
lingkungan;

{3) Menghormati Hak-hak Asasi Manusia;

(4) Mendorong pembangunan  kapasitas
lembaga dan masyarakat setempat;
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peningkatan kualitas

sumberdaya manusia antara lain melalui
program
kesempatan kerja;

Menghindari tindakan diskriminatif;
Mengusahakan bermitra terutama dengan

(5) Mendorong

peiatihan dan  perluasan

(6)
{7
sub kontrak perusahaan lokal;
melaksanakan sistem
lingkungan,
penyusunan rencana tindakan darurat bila
terjadi bencana kecelakaan kerja;
{9) Menghindari diri dari praktek penyogokan.

(8) Menyusun dan

manajemen termasuk

Secara khusus di bidang
ketenagakerjaan dan hubungan industrial,
perusahaan multinasional diminta :

{1) menghormati hak pekerja melalui

wakilnya untuk bernegosiasi merumuskan
syarat-syarat kerja; _
{2) aktif dalam pencegahan mempekerjakan
anak;
aktif dalam pencegahan keria paksa;
menghindari diskriminasi dalam
penerimaan dan memperlakukan pekerja
dilihat dari
kelamin, agama, aliran politik, dan latar
belakang sostal;
menyediakan fasilitas bagl wakil pekerja
supaya dapat berunding efektif dengan

pengusaha;

{3)
14

segi ras, warna kulit, jenis

| ®)

1)

memperhatikan standar syarat kerja tidak
kurang dari standar yang berlaku di
perusahaan domestik;

{7) mempekerjakan  sebanyak  mungkin
tenagakerja setempat dengan
mempersiapkan mereka meialui
pelatihan;

. menyetujui

4. Pelaksanaan HAM di Indonesia .
Sidang Umum MPR Rl tahun 2000

kedua Undang-

Undang Dasar 1945 meng_enéi Hak asasi

amandemen

manusia dimuat di Bab XA Setiap orang
berhak :

(1} untuk hidup dan memperi‘ahankan
kehidupannya;

{2} untuk  membentuk  keluarga  dan
melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah;

(3} melalui

untuk mengembangkan  diri
pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat
pendidikan, memperoleh manfaat ilmu
pengetahuan dan teknologi serta seni
budaya;

{4) untuk memperoleh periindungan dan
kepastian hukum; '
(5) untuk mendapat imbalan_dan perlakukan
yang adil dalam hubungan kerja;

{6) untuk memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan; _
atas kebebasan memeiuk agama dan
beribadat Fenurut agamanya, memilih
memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan
memilih tempat tinggal di wilayah negara;’
atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat;

N

pendidikan dan pengajaran,

{8)
(9) untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi;

(10) atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan  harta
bendanya;

(11) untuk bepas -darf penyiksaan atau

-perlakuan yang merendahkan derajat

martabat manusia;
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(12) untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal di lingkungan hidup
yang sehat; '

{(13) untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

(14)atas jaminan sosial untuk menjadi
manusia bermartabat,

(15)atas  kebebasan

diskriminatif,

dari

Bersamaan dengan Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945, juga telah diundangkan
Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 38 dan
Pasat 39 Undang-undang tersebut menyatakan
bahwa :

(1) Setiap warga negara,
dan kemampuan,

sesuai dengan
bakat, kecakapan,
berhak atas pekerjaan yang layak,

Setiap orang berhak dengan bebas
memilih pekerjaan yang disukainya dan
herhak syarat-syarat
ketenagakerjaan vang adil.

Setiap orang, baik pria maupun wanita

2

pula  atas

1K)
yang melakukan pekerjaan yang sama,
sebanding, setara, atau serupa, berhak
atas upah serta syarat-syarat perjanjian
kerja yang sama.

{4) Setiap orang, baik pria maupun wanita,

melakukan yang

sepadan dengan martabat

kemanuslaannya berhak atas upah yang

adil sesuai dengan prestasinya dan dapat

kelangsungan

dalam pekerjaan

menjamin kehidupan

keluarganya.,

perlakuan' :

(5} Setiap orang berhak “untuk merfirikan
serikat pekerja dan tidak boleh dihambat
anggotanya
memperjuangkan |
dengan
perundang-

untuk  menjadi demi

melindungl dan
kepentingannya serta sesuai
ketentuan peraturan

undangan.

Khusus untuk pekerja perempuan, Pasal 49
Undang-undang tersebut menyatakan sebagai
berikut :

{1) Wanita berhak untuk memilih, dipilib,
diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan
profesi sesual dengan persyaratan dan
peraturan perundang-undangan.

Wanita berhak
perfindungan khusus dalam peiaksanaan

(2) mendapatkan
pekerjaan atau profesinya terhadap hat
hal yang dapat mengancam keselamatan
dan kesehatannya berkenaan
dengan tungsi reproduksi wanita.

Hak khusus yang melekat pada diri wanita
dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin
dan dilindungi oleh hukum.

Hak-hak asasi manusia sebagaimana dimuat
dalam Plagam Deklarasi PBB Standar IO,
Pedoman Perusahaan Multinasional, Undang-
Undang Dasar Republik Indonesla, serta
Undang-undang No, 39 tahun 19989 tentang
Hak Asasi Manusia, merupakan standar etika
yang harus dipatuhi dalam tata pergaulan
antar manusia dalam masyarakat, dalam

organisasi  sosial,
bisnig, ¥ *kkkk

atau

3

dan dalam dunia
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Polerja Anal

Oiahr : Mohd. Syaufi Syamsuddin

A. Permasalahan Perlindungan Pekerja Anak
Masa kanak-kanak adalah masa yang
penting bagi seorang anak untuk belajar
dari dunia sekelilingnya. Anak dapat
mengembangkan yang
memudahkan baginya menjadi bagian dari
lingkungan dan berperan dalam kehidupan

keterampilan

keluarga dan masyarakat. Periode awal
kehidupan ini adalah masa yang yang kritis
untuk menentukan masa depan anak.
Pekerjaan telah merampas kegiatan masa
kanak-kanak menghambat
pertumbuhan fisik dan perkembangan
emosi serta perilaku sosial mereka.

Dillhat dari perkembangan fisik, pekerja
anak jauh lebih rentan dari orang dewasa,
karena fisik mereka masih tumbuh dan
belum sepenuhnya terbentuk. Bekerja
sebagai pekerja dapat
mempengaruhi perkembangan kesehatan
fisik mereka karena pekerjaan vyang
mereka lakukan dapat mengakibatkan
mereka mengalami  luka-luka atau
menimbulkan penyakit. Akibat pekerjaan
mereka ada yang dapat segera terilhat
gepertl luka-luka atau cacat seumur hidup,
seperti buta, tuli, sesak nafas, sakit paru-
paru tertular penyakit seksual yang dapat
timbul setelah mereka dewasa.

Dilihat dari perkembangan emosi, pekerja
anak sering bekerja dalam lingkungan yang

dan

anak

memungkinkan terjadinya eksploitasi,
berbahaya, merendahkan martabat, derajat
dan terisolasi. Mereka sering menerima
perlakuan yang sewenarig-wenang. kasar dan
diabaikan oleh majikan mereka. Sebagai
akibatnya anak-anak itu mengalami kesulitan
untuk membentuk kasih sayang dan peraéaan
empati Mereka
mengalami masalah interaksi dan menjalin
kerjasama dengan orang lain dan mereka
sering kurang percaya dirl dan merasa
direndahkan,

Dilihat dari perkembangan sosial, anak yang
bekerja tidak mendapat keserhpatan untuk
melakukan kegiatan penting yang merupakan
bagian masa pertumbuhan se'perti bermain,
kesekolah dan bersosialisasi dengan teman

terhadap orang lain,

sebayanya. Mereka  tidak mendapat
pendidikan dasar yang diperfuken untuk
mengatasi masalah-masalah  kehidupan.

Mereka juga tidak mendapat kesempatan
untuk berinteraksi dengan orang lain dan [kut
berpartisipasi aktif di tengah masyarakat dan
menikmati hidup secara wajar,

Kegiatan seperti itu terpaksa mereka
tinggalkan karena harus bekerja dan sebagai
akibatnya terdorong masuk ke
dunia orang dewass sebelum waktunys dan
melakukan pekerjaan yang seharusnya
dilakukan oleh orang dewasa.

mereka
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B. Dasar hukum perlindungan anak
Berikut ini disajikan beberapa peraturan
perundangan yang pernah berlaku dan
yang berlaku terakhir yang mengatur
mengenai pekerja anak di indonesia.

1. Stbl No. 847 Tahun 1925
Dalam Pasal 1 ketentuan ini
disebutkan bahwa anak dibawah umur dua
" belas tahun tidak boleh melakukan
pekerjaan di dalam atau untuk keperluan
suatu 'perus'ahaan antara jam delapan
malam dan jam fima pagi. Selanjutnya
anak di bawah umur dua belas tahun tidak
boleh melakukan pekerjaan:

a) pembongkaran dan pemindahan barang,
baik di pelabuhan dermaga dan gatangan
kapal tempat
pemberhentian dt pabrik, vaitu ruangan
tertututp atau dianggap tertutup, dimana di

suatu

maupun  dl  stasiun,

dalam atau untuk keperluan

perusahaan satu alat
bertenaga mesin atau lebih;
b) Di tempat kerja, yaitu ruangan tertututp,

dimana di daiam atau untuk keperiuan

dipergunakan

suatu perusahaan biasanya dilakukan
pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau
lebih secara bersama-sama,

¢) Pada pembuatan, pemeliharaan, perbaikan
dan pembongkaran jalan tanah, penggalian,

' perairan dan bangunan sena jalan-jalan;

d} Pada perusahaan kereta api atau trem;

¢) Pada pemuatan dan tempat pembongkaran
muatan, di tempat penyimpanan barang
dan gudang, kecuali jika membawa dengan

tangan.

Anak di bawah umur dua belasﬁahun
pada umumnya juga tidak boleh memindahkan
barang berat di dalam atau untuk keperiuan
suatu perusahaan, jika pekerjaan ini nyata-
nyata membutuhkan pengeluaran tenaga yang
terlalu berat dari padanya. Tidak dianggap
sebagai pekerjaan adalah pekerjaan:

a) di tempat kerja, dimana pekerjaan itu
dilakukan semata-mata oleh anggota satu
keluarga yang sama;

b) sepertt yang dimaksud pada a untuk
keperluan rumah dan halaman sepanjang
pekerjaan itu dilakukan oleh anggota
keluarga -“atau secara gotong royong
menurut kebiasaan yang berlaku setempat;

¢) di sekolah tehnik dan kejuruan untuk umum
atau yang berada;

d) dibawah pengawasan Pemerintah;

e} di rumah pendidikan anak nakal dan rumah
penampungan sementara milik Pemerintah,
penjara, yayasan,
sementara dan usaha-usaha sosial yang

runah penampungan

berada dibawah pengawasan pemerintah,
Apabila untuk kepentingan
perusahaan yang sama dilakukan pekerjaan

satu

dalam ruangan tersendiri, akan tetapi yang
berhubungan satu sama lain, maka ruangan
tersendiri itu dianggap sebagai merupakan
kesatuan ruangan yang tidak terpisah satu

sama lainnya.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Bagian
Il Pasal 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1951
telah mengatur mengenai pekerja anak,
namun

penerapan  peraturan

‘ mencakup masalah anak pada khususnya

INED BUKUM Vol S Tolwer 2008 11

yang |




tidak  dilakukan maksimal

menyebabkan perundangan tersebut tidak

secara
memberikan kontribusi apapun dalam
menyelesaikan masalah pekerja anak di
indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-
undang No. 1 Tahun 1851 “anak dibawah
usia 14 tahun tidak diperbolehkan
bekerja”. Ketentuan pasal hanya
berlaku bila ada peraturan pemerintah
yang mengaturnya, sampal saat ini pasal
ini tidak pernah diberiakukan karena tidak
pernah ada'peraturan pemerintah yang

ini

mengatifkannya.
3, Peraturan Mentesri Tenaga Kerja Nomor:
01/Men/1987
Walaupun Peraturan Menteri ini tidak lagi
dapat diterapkan dikarenakan adanya
kontradiksi dengan UU No. 20 Tahun 1999
dan UU No. 1 Tahun 2000 yang merupakan
ratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan 182,
peraturan ini masih ada dan digunakan
sebagai acuan bagi mereka yang tidak
mengetahui perundangan yang baru
secara baik. Dalam Permenaker Nomor:
Per-1/Men/1987 tentang Perlindungan
bagi Anak yang Terpaksa Bekerja ini,
diperbolehkan mempekerjakan anak di
hawah usia 14 tahun yang terpaksa
bekerja karena alasan ekonomi, alasan
untuk memberlakukan peraturan ini
adalah untuk meningkatkan perlindungan
terhadap pekerja anak dibawah usia
dengan cara mengatur pekerjaan mereka
dan mengawasi mereka. Namun karena
terbatasnya sistem pengawasan dan faktor
pekerja

laginnya membuat anak

dibolehkan untuk bekerja pada usia’ yang

sangat muda tanpa dapat memberikan

perlindungan khusus yang cukup bagi mereka.
Anak vyang terpaksa bekefja boleh
dipekerjakan kecuali sebagai berikut:

a. Di dalam tambang, lobang, di datam tanah,
lobang di dalam tanah atau " tempat
mengambil logam dan bahan-bahan lain
dari dalam tanah;

b. Pekarjaan di kapal sebagai tukang api atau
tukang batubara;

c. Pekerjaan diatas kapal, kecuali bila fa
bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau
seorang keluarga sampai dengan derajat
ketiga;

d. Pekerjaan
berat,

e. Pekerjaan yang berhubungan dengan alat
produksi dan bahan-bahan berbahaya.

mengangkut  barang-barang

Bagi pengusaha yang mempekerja
tidak
mempekerjakan anak lebih dari 4 jam per hari,

anak  berkewajiban untuk: a)
b) tidak mempekerjakan anak di malam hari, ¢)
membayar upah pekerja anak sesuai dengan
ketentuan upah minimum yang berlaku, dan d)
wajib melakukan pengarsipan mengenai nama,
umur dan pekerjaan yang dilakukan si anak.
Adapun jenis pekerjaan yang dilarang.
untuk dikerjakan oleh pekerja anak adalah:
a. Semua pekeriaan yang melanggar hak-hak
dasar anak; _ _
b. Semua pekerjaan yang berbahaya atau
mengancam  keselamatan,  menguras
tenaga, fisiknya

‘memanfaatkan usia mereka yang muda;

_ merusak dan |

NP0 HUKUM Vol 4 Tabun 2005 12 v




| c. Semua pekerjaan yang merusak tumbuh
kembang mereka dan atau merampas
kehidupan masa kanak-kanak;

d. Semua pekerjaan yang menghalangi
mereka untuk sekolah dan memperoleh
pengetahuan dan keterampilan dasar untuk
tumbuh kembang demi masa depan
mereka;

Semua pekerjaan  yang  membahayan
iesehatan dan mengganggu tumbuh kembang
anak harus dicegah dan dihapuskan. Jenis-
jenis peker]aani yang menempatkan anak
dalam bahaya yang serius harus menjadi
proiritas utama untuk segera dihapuskan. Dan
jenisjenis pekerjaan yang membahayakan
tersebut adalah:

a. Semua pekerjéan vang bertentangan
dengan hak-hak dasar manusia seperti
pekerja anak yang menjadi jaminan hutang,
anak-anak yang bekerja dibawah kondisi
pratek kerja sejenis - perbudakan,
menyediakan atau memanfaatkan anak-
anak untuk pelacuran, menjual atau
mengedarkan nparkotik dan  obat-obat
terlarang, atau memproduksi  serta

mengedarkan gambar porng;
b. Semua pekerjaan berbahaya yang dapat
mengancam keselamatan dan

kesehatannya misalnya pekerjaan yang
menggunakan bahan kih'lia, alat-alat dan
mesin-mesin  yang  berbahaya, atau
mengangkat beban berat dan melakukan
tugas-tugas yang sulit;
Semua pekerjaan yang kondig} dan lingkungan
kerjanya berbahaya, menempatkan anak—a[}aﬁ

pada resiko tindak kekerasan fisik, pelag'éhan
seksual, terisolasi atau pada malam hari, jam

 kerja yang panjang dan bekerja dalam kondisi
suhu yang diluar batas normal.

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang mencabut. ,
ketentuan lama diatas yang mengatur
mengenal pekerja anak. Dengan undang-
undang ini ditegaskan bahwa pengusaha
dilarang mempekerjakan anak, kecuali
hagi anak yang berumur antara 13 tahun
sampai dengan 15 tahun untuk
melaklukan pekerjaan ringan, sepanjang
tidak mengganggu perkembangan dan
hesehatan fisik,mental dan sosial anak.

Hakekat Pekerja Anak

Di seluruh dunia banyak anak mulai
bekerja pada usia yang masih muda yaitu
pada usia enam atau tujuh tahun, mungkin
mereka membantu di rumah, mengirim
pesanan atau membantu orang tuanya di
ladang. Aktivitas tersebut sering didukung
oleh orang-orang dewasa dalam keluarga,
karena hal itu dianggap akan bermanfaat
bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak
belajar bertanggung Jawab dan mereka
bangga dapat mengerjakan tugas orang
dewasa dan membantu mempertahankan
hidup keluarganya. Dengan mengamati
dan ikut bekerja dengan orang dewasa dan
anak-anak lainnya, anak-anak belajar
keterampilan dan sekaligus mendapatkan
pengetahuan yang berguna untuk masa
depan mereka.
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Bekerja semacam itu dianggap menjadi
pengenalan awal menuju dunia orang
dewasa, dunia kerja dan merupakan
bagian dari proses kehidupan dari masa
anak-anak memasuki masa dewasa.
" Kenyataannya, pekeraan yang mereka
lakukan sering tidak sesuai dengan apa
yang 'diharapkan karena  ternyata
pekerjaan yang mereka lakukan justru
menghambat tumbuh kembang mereka
dan sama sekall tidak memberikan
dampak posiétif bagi kehidupan mereka.

ILO memperkirakan di Indonesia terdapat
sekitar 6 juta anak yang terpaksa bekerja
pada usia antara 5-14 tahun. Sekitar 12
juta anak terpaksa tidak sekolah karena
krisis ekonomi. Jutaan anak di sefurub

dunia  melakukan  pekerjaan  yang

berbahaya. Di banyak Negara, se_tiap
anggota keluarga miskin darl anak sampai
dewaasa akan melakukan apa saja untuk
dapat bertahan hidup. Anak-anak sering
dipaksa untuk bekerja sejak usia dini
dalam kondisi kerja yang seringkali
membahyakan kehidupannya.

Anak terpaksa bekerja adalah anak yang
berumur 14 tahun keatas karena alasan
sosial ekonomi, terpaksa bekerja untuk
menambah penghasiian baik untuk
keluarga maupun memperoleh penghasil-
an untuk dirinya sendirl. Di dalam undang-
undang No. 20 tahun 1999 pemerintah
Indonesia telah mendeklarasikan usia
minimum seorang anak untuk diperboleh-
kan bekerja adalah 15 tahun-{(sesuai
dengan Konvensi ILO No.138 taﬁun 1973).

Pekerjaan apapun yang rnembaha&rékan
anak-anak secara fisik, mental kesehatan
dan moral tidak boleh dilakukan oleh
mereka yang berusia dibawah 18 tahun,
Tetapi jika aspek kesehatan, keselamatan
dan moral terlindungi secara penuh dan
jika mereka mendapatkan r;elatihan,,
pekerjaan yang memadai, maka mereka
yang berusia lebih muda sampal batas 16
tahun diperbolehkan melakukannya,
Anak berusia 13 sampai 15 tahun boleh
melakukan pekerjaan ringan selama tidak
membahayakan kesehatan dan
keselamatan mereka atau mengganggu
kehadiran merska di sekolah atau
mengikuti program pelatihan dan orientasi
kejuruan. Keadaan badan anak umumnya
masih lemah. Dipandang dari sudut
pendidikan, anak harus bersekolah sampai
14 tahun, yaitu sampai sekolah menengah
atau sesudah keluar sekolah dasar |
ditambah 2 atau 3 tahun sekolah kejuruan.
Dianggap sebagai tempat kerja adalah: a)
tiap ruangan atau lapangan tertututp atau
terbuka bergerak atau tetap, dimana
tenaga kerja bekerja, atau yang sering |
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber
atau sumber-sumber bahaya, dan b)
termasuk tempat kerja ialah semua
runagan, fapangan, halaman dan
sekelilingnya vyang merupakan bagian-
bagian atau yang berhubungan dengan |
tempat kerja tersebut.

Pada hakekatnya anak tidak  boleh

bekeria karena waktu mereka selayaknya
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dimanfaatkan untuk  bekerja, bermain

bergembira dan berada di dalam suasana

damai :

a. Namun pada kenyataannya banyak anak
dibawah usia 18 yahun yang telah terlibat
aktif dalam kegiatan ekonomi, antara fain di
sektor industri dengan alasan tekanan
ckonoml yang dialami oleh orang tuanya
atau faktor lain seperti budaya;

b. Bekerja bagi anak tidak selalu memberi
dampak buruk sepanjang pekerjaan itu
tidak merugikan perkembangan anak.
Namun bila pekerjaan itu karena sifatnya
dapat mengganggu perkembangan anak,
maka diperilukan suatu strategi untuk
membantu mereka.

D. Dengan memahami perbedaan antara
anak yang bekerja dengan pekerja anak
maka kita dapat memahami tentang
pekerja anak. Pekerja anak adalah
masalah yvang kompleks dan memerlukan

penanganan yvang berbeda. Pemerintah
baik pusat maupun daerah perlu
mengambil tindakan-tindakan yang positif
dalam menentukan sasaran dan segera
rne'nghapuskan masafah tersebut.
Pemerintah harus mengambil tindakan
nyata untuk meningkatkan kesejahteraan
keluarga miskin tetapi harus dan tidak
akan dapat berjuang sendiri. Selurch
masyarakat harus digerakan untuk
bertindak dan membebaskan pekeria anak
dari kondisi kerja yang penuh bahaya dan
memberikan mereka alternatif-alternatif
kerja yang sesuai. Pendidikan mempunyal
peranan penting dalam usaha
menghapuskan pekerja anak.

KonvensiiLO No. 138 dan No, 182~

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa memiliki hak asasi atau hak dasar
sejak dilahirkan, sehingga tidak ada
manusia atau pihak Iéin yang boleh
merampas hak tersebut. Hak dasar anak
diakui secara universal sebagaimana

tercantum dalam Piagam Perserikatan

Bangsa-bangsa (PBB), Deklarasi PBB
Tahun 1948 tentang Hak-hak asasi
manusia, Deklarasi [LO di Philadelpia
Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB
Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak,
Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan
Konvensi PBB Tahun 1989 tentang hak-
hak .anak. Dengan demikian semua
negara di dunia secara moral dituntut
untuk menghormati, menegakan, dan
melindungi hak tersebut,

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah
Jaminan untuk tumbuh kembang secara
utuh baik fisik maupun mental. faminan
perlindungan hak dasar tersebut sesual
dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan
negara sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 19485,
Sebagai anggota PBB dan Organisasi
Ketenagakerjaan ~ Internasional  atau
internasional Labour Organization (ILO),
Indonegia menghargal, menjunjung tinggi
dan berupaya menerapkan keputusan-
keputusan lembaga Internasional
dimaksud,

Konvensi ILO téhun 1973 No. 138 Concerning
minimum age for Admission to Employment
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{Konvens! ILO mengenai Usia Minimum un'iuk
diperbolehkan bekerja) telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia dengan undang-undang
Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999. Salah
satu metode yang efektif agar anak-anak tidak
bekerja pada usia yang terlaly muda adalah
dengan cara membuat aturan yang legal
tentang batas usia untuk diperbolehkan
bekerja. Prinsip utama Konvensi ILO tersebut
adalah, batas usia minimum bagi anak untuk
diperbolehkan bekerja ditetapkan pada usia
15 tahun atau pada usia dimana anak-anak
telah menyelesalkan pendidikan dasarnya.
Semua jenis pekeriaan yang membahayakan
fisik, mental atau kesehatan moral anak tidak
boleh dikerjakan oleh anak dibawah usia 18
tahun. Anak yang berusia antara 13-15 tahun
diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan
sepanjang hal itu tidak mengancam kesehatan
dan keselamatan dirinya, menghalangi mereka
untuk bersekolah atau mengikuti orientasi
pendidikan kejuruan serta program pelatihan
konvensi tersebut juga merekomendasikan
batas usia minimum untuk bekerja seharusnya
tidak boleh kurang dari usia menyelesaikan

pendidikan dasar.
Dengan mengesahkan Konvensi ini,
Pemerintah Indonesia wajib menetapkan

Kebijakan Nasional untuk meningkatkan batas
usia minimum yang diperbolehkan bekerja
sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan
perkembangan fisik dan mental orang dewasa.
Berdasarkan ketentuan itu di Indonesia batas
usia untuk bekerja adalah, usia minimum
untuk bekerja 15 tahun, pekerjaan berbahaya

‘Dengan

.melindungi

18 tahun, dan pekefjaan ringan 13-15 tahun,

demikian  akan dapat"? a)

menghapuskan pekeria anak melalui

pembatasan usia minimum untuk bekerja, b}
gangguan
perkembangan mental, fisik, intelektual dan

anak dari
sosial, ¢} meningkatkan kualitas pendidikan
anak untuk beningkatan kualitas hidup, dan d)’
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan yang
sangat berbahaya bagi anak.
Ruang lingkup Konvensi {LO ini berlaku bagi
semua pekerjaan baik pada sektor formal dan
informal kecuali usaha keluarga dan untuk
konsumsi local dan pekerjaan dibidang
kesenian. Yang menjadi masalah pokok dalam
pelaksanaan Konvensi ILO tesebut adalah: a)
dilema antara melfindungi pekerja anak
dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi
keluarga, b} pengaruh budaya setempat yang
menganggap anak bekerja sebagai bagian
dari pendidikan dan kewajiban anak untuk
membantu di‘%ng tua. Nilai budaya itu yang
mengakibatkan kurangnya kontrol sosial.
Untuk mengatasi hat itu perlu
dilakukan program berupa: a) adanya
Komitmen Nasional untuk mengatasi masaiah
pekerja anak yang melibatkan semua pihak
terkait baik dari unsur pemerintah inaupun
masyarakat, b) menyusun program Aksi
Nasional yang dituangkan dalam Rencana'
Akasi {RAN), ¢) meningkatkan
pengawasan dengan melibatkan peran serta

Nasional

masyarakat melalui pemberian ruang yang
lebih  kondusif dalam melakukan control
(melibatkan

sogial Lembaga Swadaya
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Masyarakat), dan d} meningkatkan kerjasama
Internasionat dalam program pengentasan
masalah tenaga kerja anak. Konvensi Dasar
ILO yang berikutnya mengenai anak adalah
Konvensi ILO Tahun 1999 No. 182 Concerning
The Prohibition and Immediate Action for The
Efimintation of The Worst Forms of Child
Labour (Konvensi ILO mengenal Pelarangan
dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan TYerburuk untuk Anak).
Konvensi telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dengan Undang-undang No. 1 Tahun
2000. Untuk menghapus pekerja anak
memang memerlukan waktu, tenaga dana dan
kesadaran seluruh masyarakat, akan tetapi
banyak anak yang tidak bisa menunggu
sampai pemecahan masalah kemiskinan dan
pembangunan terselesaikan. Oleh karena itu
selurh anggota ILO menyepakati sebuah
konvensi yang meminta agar pemerintah
segera melarang bentuk-bentuk pekeriaan
tertentu yang amat membahayakan bila
dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun,
jenis  pekerjaan tersebut adalah sebagai
berikut:

a. Perbudakan dan bentuk kerja paksa
Perbudakan atau sejenis perbudakan, kerja
paksa dan pekerjaan rumah tangga yang
amat berat tergolong salah satu jenis
pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan
oleh anak menurut konvensi ini. Orang tua
menerima sejumlah uang darl majikan atau
pencari kerja di desa sehingga anak
dipaksa diambil dari rumah dan disuruh
bekerja sepanjang siang dan malam hari
dengan waktu kerja yang amat panjang,

metakekan pekerjaan yang berat dan; jauh
dari keluarganya dalam hal ini berarti anak
tidak menerima upah bagi dirinya.
Perdagangan anak. Dengan imingiming
mendapatkan pekerjaan yang bergaji besar
dikota, anak diambil dari keluarganya
dengan pengdantian uang amat kecil
bahkan tidak sama - sekall, kemudian
dibawa ke kota. Sekali mereka datang ke
kota mereka “dijual” kepada siapa saja
yang mau membayarnya lebih mahat
kadang-kadang ke luar pulau bahkan ke
luar negeri. Mereka harus mengerjakan
berbagai jenis pekerjaan yang berat bahkan
harus menjadi pekerja seks,

. Pelacuran anak

Anak yang dipaksa untuk menjadi pekerja
seks biasanya selalu dieksploitaasi dan di
perlakukan sewenang-wenang balk oleh
calo tenaga kerja, orang tuanya, maupun
mucikari. Anak adalah korban dan tidak
pernah dapat dikatakan memasuki dunia
pelacuran dengan sikarela walaupun jika
anak Ru mengatakan demikian, hal itu
sebenarnya disebabkan oleh perakuan
yang selama ini diderita anak tersebut baik
dari orang tuanya mecikari maupun orang
yang membawanya,

. Pekerjaan yang dilarang

Pekerija anak untuk pekerjaan yang
terlarang seperti perdagangan narkotik dan
obat terlarang. Memproduksi  serta
mengedarkan produk pornografi  dan

barang-barang selundupan.

. Pekerjaan yang amat berbahaya atau

beresiko tinggi.
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Bekerja di tempat yang amat berbahaya

termasuk bekerja;

1) di pertambangan di darat maupun di
tengah laut;

2) dengan mesin berbahaya, peralatan
berat dan alat berbahaya lainnya;

3) membawa beban berat yang diluar
kemampuannya;

4} di lingkungan kerja yang tidak sehat
baik karena subu udara yang berubah
secara dratis, rawan terhadap, rawan
terhadap kemungkinan kecelakaan,
maupun kebisingan yang berlebihan
dan kondisi yang
menyulitkan anak seperti jam kerja

dalam kerja
yang amat

mendapat buruk

dan perlakuan

pimpinan,

Latar Belakang Konvensi ILO No. 182
dimaksud adalah bahwa penyebab utama
muncuinya pekerja anak adalah faktor
kemiskinan meskipun bukan satu-satunya
penyebab. Dengan Konvensi ini }'nerupakan
instrument untuk penghapusan pekerja anak
Oleh karena
bentuk-bentuk pekerjaan

secara bertahap. itu  untuk
mengnghapusan
terburuk untuk anak memerlukan tindakan
segera dan komperhensif, melaksanakan
pendidikan dasar Cuma-cuma, dan melakukan
upaya rehabilitasi dan integrasi sosial.

Ruang lingkup Konvensi ILO No. 182 ini
ditujukan terhadap semua orang yang berusia
dibawah 18 tahun, dan bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak dimaksud

panjang, terlalu malam

adalah:

a. Perbudakan atau praktek sejenisnya
sepeni;

1) Perdagangan anak untuk membayar
hutang;

2) Pengolahan lahan oleh anak—anal;
miskin;

3) Kerja paksa termasuk pelibatan dalam
konflik bersenjata.

b. pemanfaatan, menyediakan/menawarkan
anak untuk pelacuran produksi pronografi
atau pertunjukan porno;

¢. memanfaatkan, menyediakan/menawarkan
anak untuk kegiatan illegal, khususnya
produksi dan perdagangan obat bius dan
obat terlarang;

d. pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam
pelaksanaannya membahayakan
kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Untuk itu Negara wajib mengambil
tindakan segera dan efektif untuk melarang
dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak, pejabat yang berwenang
wajib mengidentifikasi tempat dimana bentuk
pekerjaan terburuk dimaksud ditemukan,
menetapkan mekanisme yang sesuai untuk
memantau pelaksanaan ketentuan konvensi,
merancang dan melaksanakan program aksi
untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk
pekerjaan anak sebagai prioritas. Hal. itu
dilakukan dengan:

a. mencegah masuknya anak dalam bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak;
bantuan langsung,
rehabilitasi dan integrasi;

b. . memberikan
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¢. melakukan pendidikan dasar Cuma-Cuma;
d. identifikasi anak berisiko khusus;

memperhitungkan  situasi  khusus anak

perempuan.

Dalam mempertimbangkan dan menetapkan

jenis pekerjaan yang term'asuk dalam golongan

pekeriaan hazardus (berbahaya) hendaknya

dapat melihat pada Rekomendasi ILO No. 180

sebagai berikut:

1. Mengekpose anak
penyalahgunaan  fisik,

terhadap
psikologi . atau
seksual;

2. Pekerjaan bawah tanah, air, tempat tinggi,
berbahaya atau dalam ruangan tertutup;

3. Pekerjaan dengan mesin, peralatan dan
perkakas berbahaya, pekerjaan dengan
atangan atau angkutan beban berat;

4. pekerjaan kondisi sulit seperti waktu kerja

panjang, maiam hari atau dikurung
ditempat tertututp.
Semua negara yang telah meratifikasi

Konvensi ini terikat untuk segera mengambil
tindakan dan peraturan yang mengikat untuk
menjamin  agar semua ketentuan dalam
konvensi ini dapat terlaksana dengan baik.
Pemerintah Indonesia melalul Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2000 pada bulan Maret 2000
yang lalu telah meratifikasi Konvensi ini,
sehingga Pemerintah Indonesia pun terikat
untuk menghapuskan serta melarang jenis-
jenis pekerjaan seperti ini dilakukan oleh anak-
anak dibawah usia 18 tahun. Semua
ketentuan perundang-undangan yang masih
belum sesuai dengan Konvensi ini harus
disempurnakan dan disesuaikan.

—
Konvensi

di Indonesia adatah: a)

Isu utama berkaitan dengan
L0 No. 182 '
perdagangan dan pelacuran anak, b)
pekerja anak di jemat .di pantai timur
Sumatera, dan ¢) Pelibatan anak dalam
perdagangan narkoba.

Guna mengatasi isu tersebut dan
menghapus pekerja anak disusun langkah-
langkah melalui pembentukan Komite Aksi
Nasional (KAN) Penghapusan. Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres
12 Tahun 2001) dengan mandat: a)
menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN), b)
memantau dan mengevaluasi Rencana
Aksi Nasional, dan c} menginventarisir
permasalahan dan meneruskan kepada
Iemba.ga yang berwenang,

. Konsep Dasar
. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia
Minimum untuk diperbolehkan bekera
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
1999 dan Konvensi IO Nomor 182
mengenai  Pelarangan dan Tindakan
Segera  Penghapusan  Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.
ratifikasi ke 2 Konvensi ILO tersebut
Pemerintah
memberikan

menunjukkan  komitmen

Indonesia dalam

perlindungan terhadap anak:;

. Salah satu kewajiban negara yang

meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182
adalah menyusun suatu rencana aksi

nasional gu'na mengambil tindakan yang
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efeltif dan segera untuk menghapuskan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
anak;

. Untuk memenuhi kewajiban tersebut
Presiden Republik Indonesia telah
membentuk Komite Aksi Nasionat (KAN)
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak dengan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tanggal
17 Januari 2001. komite Aksi Nasional
diketuai Menakertrans dan beranggotakan
dari berbagai instansi Pemerintah terkait,
TNi, POLRI, LSM, Pergurvan Tinggi, Mas
Media, Asosiasi Pengusaha, Serikat
Pekerja/Buruh, Lembaga Keagamaan,
yang mempunyal tugas untuk:

a. Menyusun Rencana Aksi Nasional
{(RANY;

b. Menyampaikan berbagai hambatan
dan masalah pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional kepada lembaga yang
berwenang untuk mendapatkan
penanganan; '

¢. Melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi nasional.

Adapun fungsi Komite Aksi Nasional

adalah;

a. Merumuskan kebijakan, model dan
standar penghapusan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk untuk anak;

b. Merumuskan dan melakukan
pemantauan dan evaluasi Rencana
Aksi Rencana,

., Sedangkan fungsi Komite Aksi Propinsi
adalah:

bl

7. Melakukan koordinasi, integrasi dan-bintek |-
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan |
terburuk untuk anak;

8. Merumuskan dan melakukan pemantauan
dan evaluasi rencana aksi propinsi;

Fungsi Komite Aksi Kabupaten-Kota adalah:

a. Melaksanakan program penghapusan'
bentuk terburuk pekerjaan anak di|-
Kabupaten-Kota. '

b. Merumuskan dan melakukan pemantauan
dan evaiuasi rencana aksi nasional dalam
fingkup Kabupaten-Kota.

Program pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

a. Dalam melaksanakan suatu Gerakan Aksi
Nasional maka program pemantauan,
evaluasi dan pelaporan sangat penting
dilakukan guna menetapkan sejauhmana
keberhasilan Rencana Aksi Nasional yang
dapat dinilai dari pelaksanaan fungsi
pemantauan, evaluasi dan pelaporan,
antara lain dilakukan dengan: a).
mengetahui  pencapaian  hasil dan
dampak, b) mengetahui kesultan
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional, dan
¢} memberikan akses terhadap partisipasi
masyarakat. _

b. Proses pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, Komite  Aksi  Nasional
memantau dan mengevaluasi Pusat,
Komite Aksi Propinsi, ¥omite Aksi.
Kabupaten Kota, dan lokasi prdgram.

. Komite Aksi Propinsi memantau dan
mengevaluasi program dan kegiatan |
Komite Aksi Kabupaten-Kota. Komite Aksi
Kabupaten HKota memantau dan

mengevaluasi kegiatan dan program aksi.
e drdeve e e ok
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Pilihan Hukum Dalam Kontrak Kerja
Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia*

_* Komentar atas psndapal LPHI FH-UX mengenal Choice of Lew pada Labour Agrsement

oleh : Umar Kasim

PENDAHULUAN

Berkenaan dengan hubungan dagang antar
negara atau hubungan bisnis antara pelaku
usaha dari suatu negara ke negara lainnya,
maka timbul berbagal macam permasaiahan
akibat  benturan-benturan
peraturan antara satu negara dengan negara
lainnya lainnya, Demikian juga tidak jarang
terjadi antara seseorang atau satu pihak
dengan orang atau pihak lainnya. Salah satu
permasalahan yang sering terjadi dalam
hubungan dagang atau bisnis Iinternasional
adalah permasalahan hubungan kerja lintas
negara, terutama yang menyangkut Klausul
pliihan hukum dalam Perjanjian Kerja atau
Kontrak Kerja.

Klausuia pilihan hukum (choice of law) adalah
merupakan ketentuan yang mengatur hukum
mana yang berlaku (governing law) dalam
suatu perjanjian {termasuk Perjanjian Kerja),
atau menentukan hukum mana yang harus
diterapkan  apabila terjadi
diantara  pihak-pihak  yang
perjanjian (applicable faw),
Berdasarkan azas kebebasan berkontrak
(beginzel der contact vrijheid) pada dasarnya
para pihak dapat secara bebas menentukan
dalam (klausut) perjanjian yang dibuat untuk

hukum  dan

perselisthan
melakukan

memilih dan menentukan hukum mana yang
dipakai perselisihan
bilamana terjadi dispute dalam pelaksanaan
perjanjian dimaksud (dlspute clause). Namun
menjadi persoalan apabfla para pihak tidak

dalam penyelesaian

atau lalai mencantumkan dispute clause |
tersebut sebelum terjadinya permasalahan.
Persodlan  kemungkinan  akan
berkepanfangan. karena terdapat unsur-unsur
asing di
dapatkah dalam Perjanjian Kerja memuat
kiausula pilihan hukum seperti pada
perjanjian  (bisnis atau dagang) pada
umumnya sebagaimana dimaksud pada azas
kebebasan berkontrak ?. Persoalan initah
yang diangkat dalam tulisan ini, walaupun |

menjadi

dalamnya. Permasalahannya,

akan mengerucut hanya pada choice of law
perjanjian kerja atau Kontrak Kerja dalam
hubungan kerja. '

Upaya mencart jawaban vyang akurat,
independen  dan  argumentatif  serta
reasonable dalam kasus pilihan hukum inl,
tidak kurang upaya yang dilakukan. '
Disamping melakukan studi kepustakaan dan
studi komparas! melalui koordinasi dengan
berbagai instansi terkait,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl

Biro Hukum

meiayangkan surat pertanyaan kepada Dekan
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Fakuitas Hukum Universitas Indonesia cq.
Center for international Law Studles -Lembaga
Pengkajian Hukum Internasional (LPHI FH-UI)
Nomor B.340/8J/HK/2005 tanggal 8 Agustus
2005, guna meminta pandangan-pandangan
atau pendapat para pakar dan akademisi guna
memberikan masukan berkenaan dengan
choice of law terutama yang menyangkut hal-
hal yang berkenaan dengan pilihan hukum
pada HKontrak HKerja. Pendapat LPHI FH-UI
disampaikan melalui surat Nomor
188/LPHI/VIII/2005, tanggdal 22 Agustus 2005
perihal penjelasan mengenai HPl Indonesia.
Penjelasan dari LPHI FH-UI inilah yang akan
ditampilkan dalam tulisan ini dengan komentar
saya terhadap pandangan-pandangan LPHI FH-

Ul tersebut.

PERMASALAHAN

Darl 3 macam topik permasalahan dalam surat
pertanyan tersebut diatas, hanya satu topik
permasalahan yang akan dibahas, yakni
apakah seorang Warga Negara Asing (“WNA”)
yang bekerja di Indonesia pada level jabatan di
bawah Direksi atau Komisaris, yakni {(biasanya
dengan namen clatuur) General Manager
{"GM™) atau Senolr Manager {“SM"} ke bawah,
dapat melakukan cholce of law pada
hukum negara asalnya atau hukum suatu
negara tertentu {dalam perjanjian kerjan_ya

dengan korporasi tempat kerjanya) ?

ANALISA

Berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan tersebut di atas, dari Center for
international Law  Studies (Lembaga

Pengkajian Hukum Internasional) Faliurtas
Hukum Universitas Indonesia, “LPHI FH-UI",
memberikan.pendapat sebagai berikut :

Seorang WNA yang bekerja di Korporasi
Indonesia sebagai GM atau SM  yang
berkewarganegaraan asing, dapat bekerja di
Indonesia karena 3 hal, sebagai berikut :

1. GM atau SM melakukan kontrak kerja

(perjanjian  kerja, Jlabour agreement)
dengan kantor pusatnya (Principaf} dan
kemudian ditempatkan pada anak

perusahaan Principal di Indonesia;

2. GM atau SM melakukan kontrak kerja
dengan PT (perseroan) PMA di Indonesia
yang langsung mempekerjakan di proyek
PT. PMA tersebut di wilayah Indonesia; dan

3. GM atau SM melakukan kontrak kerja
dengan PT (baik PT. biasa, maupun PT.
PMA atau PT. PMDN) yang bergerak di
bidang penyedia jasa, lalu GM atau SM
tersebut di tempatkan di proyek PT lain di
Indonesia yang memiliki petjanjian dengan
PT penyedia jasa tersebut (outsourcing).
_(semda kontrak yang dilakukan oleh dan
antara GM atau SM dengan Principal atau
PT tersebut untuk selanjutnya disebut
sebagai "Kontrak Kerja”)

Kontrak Keria vang dilakukan melalui’
kemungkina-kemungkinan tersebut di atas
adalah termasuk dalam lingkup Hukurp
Perdata Internasional (“HPI"). Kontrak
Kerja tersebut dikategorlkan demikian,
karena dalam Kontrak Kerja ini ada unsur-
unsur asing vang berkaitan dengan {(a)
- pihak-pihak dalam Kontrak Kerja, dimana
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?_

subyek hukum Indonesia yang bertaut dengan
subyek hukum asing: dan (b) tempat prestasi
atau pekerjaan dilakukan di Indonesia.
Kewarganegaraan yang berada darl subyek
hukum atau tempat dimana prestasi atau
pekerjaan ditakukan merupakan Titik Pertalian
Primet (“TPP"). TPP adalah salah satu teori
yang dlkenal dalam HPI, yang berarti faktor-
fakio dan headaan-keadaan /ang
menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi
hubungan HP) (vide Sudargo Gautama,
Pengantar HPI fndones!a. Jakarta Binacipta,
1987, hal.25). Dengan pertautan tersebut,
maka ferjadi pertemuan sistem hukum
Indonesia dengan suatu sistem hukum asing.

Pertautan antara sistemrsistem hukum yang
berbeda mengakibatkan perly ditentukan-nya
hukuym yang berlaku (applicble flaw) bagi

‘Kontrak Kerja tersebut.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak
dalam bidang hukum kontrak (sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata
Indonesia), hukum yang berlaku bagl suatu
kontrak  ditentukan oleh para pilhak
berdasarkan teori Pilihan Hukum. Teori Pilihan
Hukum ini, adalah salah satu teori yang
dikenal dalam HPI.

Pitihan Hukum telah diterima secara umum,
namun yang menjadi permasalahannya adalah
sampai sejauhmana Pillhan Hukum dapat
dilakukan, atau dengan kata lain, apakah yang
menjadi batasan-batasan bagi dilakukannya
Pilihan Hukum,

‘menyebutkan (hal. 170) bahwa *

Dalam bukunya Pengantar Hukum Pém:a
Internasional Indonesia, Sudargo Gautama _
pokoknya para pihak memang bebas untuk
melakukan pilthan hukum yang mereka
kehendakl. Tetapi kebebasan inl bukan berart!
sewenang-wenang, Pliihan Hukum hanya boleh™
dilakukan - sepanfang tidak melanggar apa
yang dikenal sebagal "ketertiban umum®... " .
Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa
ketertiban umum vang dimaksud dalam
pengertian Ini adalah .. konseps! yang
terbatas sekall darlpada ordre public Ini”,

Lain pembatasan, {alah bahwa Pilihan Hukum
hanya boleh hanya boleh dilangsungkan untuk
bidang “kontrak tetapi ‘tidak semus bidang
konteak.

Ada pengecualliannya. yakni  mengenai
Kantrak Kerja {Sudargo, hal. 170). Persoalan
ind terkalt dengan kaldah-kaidah hukum yang
menurut beliau bersifat super memaksa,
Kaidah-kaidah ini  dikatakan - sebagai,
“...Peraturan-peraturan yang siatnya
demikian erat dengan pearturen daripada
seluruh kehidupan ekonoml suatu negara....”.
Sebagal contoh dikemukakan peraturan-
peraturan mengenal devisa, peraturan |
mengenai pembatasan import dan export,
peraturan mengenai sewa-menyewa dan |
peraturan mengenai sewa-beli. Lebih lanjut
dalam tulisannya, beliau menyatakan bahwa,
“...Hetentuan-ketentuan Ini bersifat Social
Ekonomis dan demikian penting adanya
karena bertuuan untuk melindungl plhak
yang dianggap -ekonomis atau (secara) soslal
lemah.

INFO RUKLM Vol 3 Thiwn N5 23




Satu dan fain, demi kepentingan Negara dan
| Juga yang bersangkutan secara keseluruhan.”
“hebih lanjut dalam tulisan Sudargo Gautama
|:memberikan contoh sebagal berikut (Aneka
Masalaty. -Hukum-  Perdata _ Internasional,
| ‘Bandung, Alumni, 1985, hat.9) ;
rPerusahaan PMA Jerman yang menanam
| modal di indonesia, telah mengadakan kontrak
dengan seorang direktur Jerman yang hendak
dipekerjakan di Indonesla pada Perusahaan
PMA Jerman itu.
Seteiah tiba di Indonesia, ternyata pekerfaan
daripada  Direidur
Jerman ini kurang memuaskan.

Walaupun kontrak telah dibuat di
Jerman (Hamburg), antara Direktur Jerman

berkewarganegaraan

| ¢an perusahaan Jerman yang menanam
modal di indonesia ltu, semua syarat-syarat
ditentukan menurut ketentuan hukum Jerman,
kontrak diadakan dalam bahasa Jerman, mata
uang pembayaran gajl dan’ fasilitas-fasilitas
lalnnya juga dalam DM, ternyasta bahwa
bilamana hendak diputuskan hubungan kerja
dengan Direktur Jerman inl oleh Perusahaan
PMA Jerman di Jakarta dimena pekerjaan
dilakukan oleh pihak Direktur Jerman inl tidak
diajukan
Penyelesalan

menyetyfui  putusan ini, dapat
keberatan kepada Panitia
Perburuhan setempat. Dan Panitla Inifah dapat
menentukan, apakah pihak Jerman harus
dipekerfakan terus oleh PMA Jerman di
Indonsia atau hanya dapat diputuskan
hubungan kerfanya dengan memberikan
penggantian keruglan pesangon serta lain-lain
syarat yang dapat membuat tercengang

perusahaan Jerman Hu karena- sama sekall
tidak dikenal dalam hukum Jermanl.
Padahal  hukum Jerman  inilak yang
ditentukan  berlaku  oleh mereka waktu
niengadakan kontrak kerja di- Hamburg.
dilakukan' df Indonesis,
maka secara memaksa, kami - katakan
“Super Memaksa” berlakukan
ketentuan-ketentuan mengenal
perburuhan dan pemutusan hubungan kerja.
Jadi ketentuan-ketentuan hukum kerja
Jerman yang dinyatakan beriaku di dalam
kontrak plhak perusahaan Jerman dan
Direktur Jerman itu, temyata tidak dapat

Karena pekerjaan

secara

Indonesia

“diperigkukan di Indonesia, karena secara

‘Memaksa  berlakuiah  ketentuan-
ketentuan Indonesia mengenai perburuhan df

Super

c@am wilayah Indonesia untuk pekerfaan yang
dilakukan dI negara inf”,

Beberapa tahun setelah penulisan tersebut di
atas, Sudargo  Gautama
Yurisprudensi indonesla Yang Penting Untuk
Praktek Seharl-hari, Jilid 5, Bandung Citra
Aditya Bakti, 1993, hal. 77) menegaskan
pandangannya tersebut dalam komentar
beliau dalam Putusan MA Rl
No.1573.K/Pdt/1989 vyang  menyatakan
bahwa dalam °..perkara perburuhan, untuk
pekerjaan yang diiakukan datam rangka PT di
Indonesia, tidak bisa lain daripada dipakal
hukum mengenal perburuhan yang beriaku di

(:Himpunan

Indonesia.”
Sejauh ini pandangan sebagaimana-diuraikan
di atas, tidak berubah.
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Hal ini ditambahkan lagi dengan pemikiran
bahwa hukum perburuhan termasuk bidang
hukum perdata yang memiliki aspek-aspek
publik dan administratif.

Dipandang dari teori HPl yang lain, dalam
menentukan hukum yang berlaku bagu
hubungan hukum dalam rangka Kontrak Ketja
ini juga dapat dilaksanakan sesuai dengan
teori lex locl solusionls.

Berdasarkan teori ini, hukum yang berlaku
suatu kontrak ditentukan berdasarkan hukum
darl locus atalu tempat dimana kontrak

tersebut akan dilaksanakan. Oalam hal
kontrak Kerja yang dilakukan cleh GM atau

SM, karena tempat pelaksanaannya adalah
Indonesia, maka hukum vang berlaku adalah
hukum Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip
HPl yang dianut di Indonesia, maka hukum
yang berlaku bagl GM atau SM (yang
berkewarganegaraan asing) yang beketa di
Indonesia, adalah hukum Indonesia dan
karenanya Pilihan Hukum dalam Kontrak
Kerjanya dibatas| berdasarkan konssp Kaldah

Super Memaksa.

KOMENTAR
Pada prinsipnya saya sependapat dengan Prof,
Sudargo Gautama yang dikutip oleh LPHI-FHUI

dalam kasus seorang Direktur Jerman yang

hendak dipekerjakan di Indonesia pada buku
Himpunan Yurisprudens! Indonesia dan
Pengantar Hukum Perdata Internasional
indonesia dan menyimpulkan dari contoh
tersebut, bahwa ketentuan-ketentuan hukum
Jerman vang dinvatakan beriaku (Penulis.:

Lervala

-
choice of law) di dalam Kontrak (Kerjd} plhak
perusahaan Jerman dan Direktur Jerman itu,

Mt (HOCTIGRUNKEI {

karena secara Super Memaksa betiakukan
Ketentuan-ketentuan  Indonesia mengenal
perburuhan di dalam wllayah Indonesia
untuk pekerjaan yang dilakukan df indonesia,
Prof. Sudargo dalam komentarnya terhadap
Putusan MA R! Nomor 1573.K/Pdt/1989
tersebut menyatakan bahwa dalam perkara
perburuhan, untuk pekerjaan yang dilakukan
dalam rangka PT di Indonesia, tidak bisa lain
daripada dipakai hukum mengenai perburuhan
Indonesia”. Namun apabila kita mencermati

putusan MA Rl - Perkara Nomor
1573.K/Pdt/1989, MA memutuskan dan
menyatakan  mengenyampingkan  hukum

Indonesia dan mengembalikan kepada choice
of law yang menunjuk penyelesaian
perselisihan para pihak pada hukum Swass,
Menurut hemat says, penolakan Mahkamah
Agung dalam kasus Perkara Nomor

1573.K/Pdl/1989 tersebut, terkalt dengan |
posial pihak “Pekerja” yang menduduki jabatan
sebagal anggota Direksi. Sementara Prof.
Sudargo Gautama menggeneralisir semua
WNA yang bekerja di Indonesia adalah berlaku
ketentuan hukum perburuhan Indonesia atas
Kaedah Super Memaksa untuk
pekerjaan yang ditakukan di indonesia. Oleh
karenanya, dalam surat Kepada Biro Hukum
Departemen Tenaga Ketja dan Transmigrasi
kepada LPHI-FHUI, diawali dengan penjelasan
bahwa menurut UU Ketenagakerjaan {labour
law) yang dikategorikan sebagal pekerja/buruh

dasar

adalah semua karyawan yang bekerja di
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suatu korporas! (perusahaan) pada level
jabatan di pawah Direksl/Komisaris, yakni
(blasanya dengan namenclaatur) General
Manager atau Senior Manager kebawah.
Sedangkan anggota Direksi/Komisaris (dalam
hal bentuk entitynya adalah perserocan
terbatas / PT) tidak termasuk dalam kategori
pekerja/buruh sepanjang diangkat oleh RUPS
(Rapat Umum Pemegang Saham). Bagi
seorang anggota Direksl/Komisaris, hubungan
hukumnya (dengan perseroan) adalah sebagal
fiduciary duty atau sebagal duty of skill and
care, walaupun ia (anggota Direksl/Kojmisarls
yang bersangkutan) seorang professional
manager yang bukan shareholders,

Penjelasan datam surat Kepala Biro Hukum
tersebut untuk menegaskan batasan bahwa
yang menjadi persoalan dan yang dimintakan
pendapat mengenai choice of law, hanyalah
tenaga kerja asing {TKA) yang pure dalam
hubungan kerja dan tidak pada orang asing
yang mendududki jabatan sebagai anggota
Direksi/Komisari, demikian juga status pifihan
hukum dalam konteks TKA yang bekerja
melalui ¥Xontrak Kerja dengan company
Indonesia.

Sebelum mengomentari lebih jauh mengenai
choice of law, saya kembali pada analisis
LPHI-FHUI yang membedakan orang asing
(Warga Negara Asing, WNA) yang bekerja di
Indonesia karena 3 (tiga) hal, yakni GM atau
SM (baca : Pekerja) melakukan kontrak kerja
dengan. kantor pusatnya (Principal) dan
kemudian di tempatkan pada anak
perusahaan  Principal di Indonesia; dan

Pekerfa -melakdkén kontrak keria denvg;n PT
{perseroan) PMA di Indonesia yang langsung
mempekerjakan di proyek PT. PMA tersebut di
wilayah Indonesia; serta Pekerja melakukan
kontrak kerja dengan PT atau perseroan (baik
PT. biasa, maupun PT. PMA atau PT. PMDN)
yang bergerak di bidang penyedia jasa, lalu GM
atau SM tersebut di tempatkan di proyek PT
lain di Indonesia yang memiliki perjanjian
dengan PT. _penyedia jasa tersebut
(outsourcing). Hemat saya, pengelompokan
tersebut di atas, sudah sesuai dengan konteks
permasatahan, yakni jabatan-jabatan GM atau
SM kebawah yang saya terjemahkan sebagai
(kelompok)- Pekerja. Artinya, TKA yang
bersangkutan bekerja berdasarkan hubungan |
kerja, baik di Indonesia, atau hubungan kerja
déri luar negeri dengan Principainya.

Yang menjadi persoalan sebagaimana telah
saya kemukakan tersebut di atas, bahwa
contoh yang dlambil dalam analisa LPHI-FHUI
tersebut, adalah contoh yang dikemukakan
oleh Prof. Sudargo Gautama dalam bukanya
Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang
Penting Untuk Praktek Sehari-hart {Landmark
Decisions)} Berikut Komentar, lJilid 5, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung 1993, hal. 73 dan
merujuk pada Putusan Mahklamah Agung
Republik Indonesia Reg. Nomor
1537 .K/Pdt/1989 dalam kasus seorang
anggota Direksi yang “diputuskan hubungan
kerjanya” sebagai salah seorang Direktur
perseroan {PT) di Indonesia. Dengan kata lain,
ia (anggota. Direksi yang bersangkutan)
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diberhenﬁkan sebagai anggota Direksi
berdasarkan UU Perseroan (yakni Pasal 36
gsampai Pasal 56 Wetboek van Kopenhandel
yang mengatur mengenai perseroan terbatas
berikut segala perubahannya, terakhir dengan
UU Nomor 4 Tahun 1971) pada waktu itu
(1989). Oleh karenanya, hubungan hukumnya
bukan hubungan hukum perburuhan (labour
law), akan tetapi hubungan hukum bisnis

{corporate law).

Kembali pada kasus anggota Direksi tersebut,
Prof. Sugargo (hal. 73)
pendapatnya bahwa Mahkamah Agung dalam
memberikan putusannya sekarang ini telah
memperhatikan  segi-segi dan
Hukum Perdata Internasional
dengan arti daripada pilihan hukum dan
pembatasan-pembatasan dart pada pilihan
hukum serta penge&i\én daripada pemilihan
domisili, Mahkamah Agung berpendapat
bahwa karena (dalam kasus tersebut) telah
dilakukan pitihan hukum, yaitu hukum Swiss
yang berlaku untuk perjanjlan kerja yang akan
berlaku di Indonesia inl, dan juga karena telah
dipilih domisili di Zug/Swiss, maka dengan
demikian hukum yang harus diteraphkan adalah

mengemukakan

asas-asas
berkenaan

*Hukum Swiss” serta domisili yang mereka
Zug/Swiss,
yang berwenang untuk

{para pihak) sepakati adalah
maka peradilan
mengadili sengketa, ialah peradilan Swiss.
Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk
mengadilinya. Hal ini jelas dalam Putusan MA
{lihat juga hal 125), vang mengabulkan
permohonan kasasl, membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Timur, kemudian

menyatakan bahwa Pengadilan Indonesiaidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini.

Prof. Sudargo menyanggah _pandangan
{putusan) Mahkamah Agung tersebut (hal, 74),
dan menyatakan menyimpang daripac!a apa
yang dianut oleh mayoritas sarjané HPI }-
berkenaan dengan persoalan pllihan hukum
dan pembatasan di bidang hukum perburuhan.
Beliau berpendapat (ibid) bahwa pilthan
hukum tidak dibenarkan apabila berkenaan
dengan kontrak-kontrak yang menurut istitah

yang kami pergunakan bersifat “Super
Memaksa"®, Disini termasuk Peraturan
Pemerintah  yang mempunyai  tujuan

petlinduhan pada masyarakat dan bersifat
sosial ekonomis, seperti misalnya peraturan
tentang sewa-menyews, ketentuan-ketentuan
yang mengatur soal perburuhan, termasuk
Kontrak Kerja seperti dalam perkara sekarang
ini. Juga termasuk disini ketentuan mengenai
davisa, mengenal quota, impor, mengenai
segaia sesuatu yang mengatur mengenai
impor perdaganyan dan
sebagainya, _

Lebih tanjut Sudargo mengemukakan (hal. 75)
bahwa dalam perkaran sekarang Iini, tidak
hisa 1ain

dan  ehkspor

bahwa hukum Indonesialah yang
akan harus dipergunakan untuk hubungan
kerja antara seorang Direktur dari sebuah PT
yaﬂg beroperasi di Indonesia..., suatu PMA
yang berkedudukan di Indonesfa, didirikan
menurut  hukum ° Indonesia dan  juga
melakukan usahanya di Indonesia. -

Namun demikian, menurut hemat saya,

pendapat Prof, Sudargo tersebut tidak salah
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dalam hal yang menjadi persoatan adalah
pada jabatan-jabatan GM atau SM kebawah.
Artinya hubungan hukumnya adalah hubungan
hukum perburuhaﬁ dan bukan “wilayah”
corporate jaw. Walaupun dalam kasus ini,
pihak “pekerja” yang bersangkutan {dari sudut
pandang Multy National Company) adalah
merupakan Pekeria berdasarkan perjanjian
kerja dengan Principal di Swiss. Namun dari
sudut pandang hukum perseroan Indonesia
{corporate law), ia bukan Pekerja, ia diangkat
dalam kaitannya dengan adanya Rapat Umum
Pemegang Saham yang mendudukkan ia
sebagai salah seorang anggota Direksi. Oleh
kérenanya sejak dari awal suratnya, Kepala
Biro Hukum juga sudah mengingatkan
mengenai “wilayah” hukurﬁ ketenagakerjaan
dan “wilayah” hukum korporasi. Namun dalam
Prof. Sudargo tidak
memisahkan mana dalam kaitan dengan
hubungan kerja (sebagai pekerja) dan mana
dalam konteks hubungan: hukum perdata

komentar-komentar

(business agreement} yang kemudian dianut
LPHI FH-UI.

Dengan demikian dapat disimplkan, bahwa
dalam kasus ini bukanlah dalam konteks
ketentuan-ketentuan yang mengatur soal
perburuhan. Mungkin beliau (Prof. Sudargo)
lupa bahwa hubungan kerja bersifat sub
hubungan atau
partenership agreement bersifat koordinasi.

ordinasi  dan bisnis

Sekali lagi, saya sependapat dengan putusan
Mahkamah Agung (dalam kasus inl) yang
membatalkan putusan Pengaditan Tinggi dan

menyatakan Pengadilan Indonesia  tidak

Nl
berwenang untuk memeriksa dan mengadifi
perkara terebut dan mengembalikan pada rel

-cholce of law dalam klausul Perjanjiian Kerja_

mereka (di Swiss).

Untuk lebih memperjelas mengenai pilihan
hukum bagi Pekeria (TKA) dalam hubungan
keria, surat Kepala Biro Hukum DEpaﬂemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
B.318/5S)/Hk./2005 tanggal 22 Juli 2005
perihal Kedudukan Hukum THKA di Indonesia
(butir 3.} bahwa bagi TKA yang menduduki
jahatan dalam struktur organisasi perusahaan
di bawah Direksi, hubungan hukumnya adalah
hubungan kerja yvang didasarkan pada PKWT
dan tunduk pada hukum {ketenagakerjaan)

- Indoriesia. Namun bagi TKA yang menduduki

jabatan secbagai anggota Direksi/Direktur ,
hubungan adalah hubungan
hukum perdata’ -aan zich- yang didasarkan
pada partnership agreemet dan berlaku
hukum Indonesia (cq. UUPT), walaupun tidak
yang
hubungan keria

hukumnya

tertutup kemungkinan bahwa
bersangkutan mempunyai
tersendiri  dengan perusahaan induknya
(:Principal) sebagai wakit pemegang saham,
dan ia sendiri sebagai “professicnal”.

Mengenai hubungan kerja antara anggota
Direksi/Direktur yang bersangkutan dengan
perusahaan induknya di tuar negeri merupakan
hal yang terpisah dan bukan merupakan
“wilayah” hukum perburuhan (:indonesia).
Dengan demikian apabila terjadi perselisihan
diantara mereka, penyelesalannya
diselesaikan menurut pilihan hukum (choice of
law) vyang ditentukan dalam . perjanjlan

Kerjanya.
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Datam hal GM atau SM ke bawah, melakukan
Kontrak Kerja (langsung) dengan perseroan
Indonesia dan di hire langsung oleh perseroan
yang bersangkutan untuk proyek-proyek di
wilayah RI, maka disinilah tidak ada dan tidak
dimungkinkan adanya pilihan hukum.

Demikian juga dengan apabila ia beklerja
sebagai tenaga kerja (TKA) outsourcing.
Artinya, ia bekerja pada suatu company bidang
Jasa (dengan suatu tugas} la
melaksanakan pekerjaan di suatu perusahaan
lain, maka sepanjang hubungan kerjanya Jelas
dengan suatu perusahaan . (korporasi)
Indonesia, dan tidak menduduki jabatan
sebagal anggota Direksi, maka la (TKA yang
bersangkutan) tidak dapat menentukan
berlakunya suatu hukum tertentu dalam
perjanjian kerjanya, kecuali hukum.Indonesia.
Karena sesuai dengan surat Kepala Biro
Hukum Nimor B.31.8/8)/Hk./2005 tersebut di
atas, tidak ada pithan hukum dalam hal atau
berkensan dengan hukum perburuhan yang
sifatnya adalah dwangewnrecht.

surat

Dengan demikian, mendasari surat Kepala Biro
Hukum Depnakertaran, saya sependapat
dengan Prof. Sudargo Gautama, bahwa tidak
ada pilihan hukum bagi Pekerja (termasuk
Tenaga Kerja Asing) di Indonesia, namun tidak
untuk konteks anggota Direksi, baik sebagai
pemegang saham atau sebagai wakil atau
kuasa pemegang saham. Demikian juga
dengan pekerja yang bekerja dan bekerja
sehagal dari perusahaan
{Prinsipal) dari luar Negeri.

utusan suatu

KESIMPULAN ' ~

1. Kontrak Kerja antara orang asing yang

bekerja di Indonesia dan menduduki
jabatan sebagai anggota Direksi atau
Komisaris, harus  dibedakan  dan

dipisahkan dengan Kontrak Kerja antara
Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekeria di
Indonesia.

2. QOrang asing yang bekerja d! Indonesia yang |
menduduki jabatan sebagai anggota
Direksi  atau suatu
perusahaan atau perseroan (company)
berbadan Indonesia, tidak
dikategorikan sebagai pekerja berdasarkan
Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja

Komisaris  di

hukum

Indonesia, karena ia bukan dalam
hubungan  kerja  berdasarkan  UU
Ketenagakeriaan, akan tetapl tunduk

pada hukum perseroan (corporate law),
yakni UU No. 1 Tahun 1995 dan stake-
hoidernya. Bahwasanya ia ada Perjanjian
Kerja atau Kontrak Kerja dengan suatu
company (Principal) di luar negeri (yang
mungkin  sebagai sharehoiders) atau
sebagai pemegang prokurasl (procuratie
houder), hal tersebut adalah merupakan
perscalan lain yang terplsah. Dalam
konteks ini, dalam Kontrak Kerja Tenaga
Kerja Asing dimaksud dapat memuat
klausul piithan hukum dalam Kontrak
Kerjanya.

3. Kontrak Kerja bagi orang asing yang
berkerja (Tenaga Kerja Asing) dengan
suatu company Indonesla pada level
jabatan dibawah Direksi atau Komisaris,
yang murni dalam hubungan kerja, tidak
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dimungkinkan  adanya  pilihan  hukum

berkenaan dengan status hubungan kerjanya

tersebut.

4. Kontrak Keria bagi orang asing (Tenaga
Kerja Asing, TKA) yang berkerja dengan
suaty company Indonesia pada level
jabatan dibawah Direksi atau Komisaris,
yang hubungan kerjanya dengan company

di luar nergeri dan berkenaan éngan
suatu hubungan - dalam rangka Trans
Natlona Company atau hubungan hukum
lainnya dan Kontrak Kerja di la_kukan di
Luar Negeri, maka dimungkinkan ada
pilihan hukum pada suatu hukurp Negara
tertentu, atau hukum dart Negara dimana
dilakukan Kontrak Kerja, %% % k¥
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Rencana Pemerintah Indonesia Untuk Mengesahkan

i
"

Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Dokumen Identitas Pelaut
{(ILO Convention No. 185 Concerning
Seafarer’s Identity Document)

Oleh : Dra. Erwina WH

Il. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang
memiliki wilayah laut yang luas dengan jumiah
kepulauan sebanyak +17.500 pulau dan juga
sebagai negara bahari maka saat ini Indonesia
merupakan negara pengirim tenaga kerja pelaut
terbesar ke dua di dunia setelah Philipina. Data
yang diperoleh dari Kesatuan Pelaut Indonesia
per 1 September 2004 memperlihatkan bahwa
penduduk Indonesia yang bekerja sebagai
pelaut sekitar 120.000 pelaut Indonesia yang
bekerja di kapal-kapal berbendera asing,
Dengan terjadinya peristiwa World Trade Centre
11 September 2001, maka Amerika Serikat
memberlakukan slstem keamanan yang sangat
ketat kepada siapapun yang akan memasuki
witayah hukumnya baik melalui darat, laut
maupun udara,
Khusus di bidang maritim, Amerika Serikat
memberiakukan sistem keamanan yang sangat
ketat bagi pelaut yang bekerja di kapal
berbendera asing yang akan berlayar memasuki
witayah hukum Amerika Serikat, yaitu harus
mempunyai Dokumen Identitas Pelaut (SID)
yang bisa diakses diseluruh pelabuhan laut
internasional kapal tersebut
berlabuh, Sidang International Perburuhan ke
91 bulan Juni tahun 2003 di Jenewa telah

dimanapun:

mengesahkan Kphvehsi ILO No, 185 mengenai |

Dokumen Identitas Pelaut dan mulai beraku
pada tanggat 9 Pebruari 2005, Sampai saat ini
sudah 3 negara yang meratifikasi yaitu
Yordania, Perancis, dan Nigeria,

Materl yang distur di dalam Konvensi ini
adalah sebagai berikut :

1. Setiap Negara Anggota yang memerlukan
Konvensi ini wajib menerbitkan dokumen
identitas pekerja kapal sesuai dengan
ketentuan-ketentuan bahwa setiap warga
negara yang berprofesi sebagai pekerja
kapal
untuk mendapatkan dokumen tersebut.

2. Kecuali ditetapkan lain di dalam Konvensi

dapat mengajukan permohonan

ini, persyaratan yang sama sebagaimana
yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan nasional

sebelumnya  oleh
untuk menerbitkan dokumen perjalanan
dapat diterapkan  untuk
dokumen perjalanan dapat diterapkan |-
dokumen-dokumen

penerbitan

penerbitan
identitas pekerja kapal.

3. Setiap Negara Anggota juga dapat
menerbitkan dokumen identitas pekerja
kapal sebagaimana dimaksud pada angka
1 kepada pekerja kapal yang telah diberi
status ! tetap  (permanent |
resident) di dalam wilayah hukﬁmnjfa. ' '

untuk

penduduk
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Untuk melakukan perjalanan, penduduk
tetap wajib dalam segala hal mengikutl

ketentuan-ketentuan sebagaimana 'diatur_-

dalam Pasal 6 ayat 7 Konvensi,
4. Setiap Negara Anggota wajib menjamin

diterbitkannya dokumen identitas
pekerja kapal tanpa penundaan yang tidak
perlu. '

5. Para ~ pekerja kapal berhak atas
permohonan banding administratif dalam
hal mereka mengalami penolakan atas
permohonian mereka,

6. Konvensi ini tidak ada pengaruhnya
terhadap kewajiban setiap Negara Anggota
terhadap perjanjian-perjanjian internasional
yang berkaitan dengan para penggungsi
dan orangorang yang tidak memiliki
kewarganegaraan.

7. Konvensi ini mengatur tentang setiap orang
yang dipekerjakan atau ditugaskan untuk
bekerja di atas kapal,

8. Warganegara yang berhak adalah yang
berstatus penduduk tetap (permanent
resident} dl wilayah hukumnya;

9. Penerbitan SID bagi pelaut tidak bisa
ditunda tanpa alasan yang jelas;

10. Dokumen Identitas Pelaut (SID) ini
dikeluarkan oleh Negara kebangsaannya
dan bukan negara yang dikibarkan
benderanya diatas kapal;

11. Negara anggota wajib memberakukan
standar teknologi dari ILO sebagsai standar
internasional;

12. Dokumen Identftas Pelaut adalah suatu
hentuk dokumen yang berdirl sendiri dan
bukan paspor;

13. Dokumen identitas Pelaut akan “berlaku

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan sstelah
. 5 (lima) tahun harus diperbiaharui kembali;

14. Dokumen Identitas Pelaut ini akan
mencakup bentuk dual  dimensi
berdasarkan sidik jari yang akan dicetak
sebagai angka dalam sandi garis (Bar
Code);

15, Semya data Dokumen Identitas Pelaut akan
dicatat dalam pusat data (data base)
nasional yang dapat diperiksa oleh pelaut;

16. Setiap negara wajib memungkinkan setiap
pefaut untuk memeriksa dan mengkoreksi
sendiri terhadap keabsahan semua data
yang téréimpan tanpa dikenai biaya apapun;

17. Negara anggota menjamin tidak ada data
base elektronik yang dipergunakan untuk
keperiuan Iain' selain un'tuk keperivan
verifikasl SID;

18. Dokumen Identitas Pelaut wajib dibawa oleh
pelaut kecuali atas persetujuan tertulis dari
yang bersangkutan dapat dipegang oleh
nahkoda kapal,

19. Konvensi  meliputi semua orang yang
dipekerfakan atau ditugaskan atau bekerja
dalam kapasitas tertentu diatas kapal,

20. Seseorang yang memegang dokumen
identitas pelaut yang berlaku harus diakui |
sebagai  seorang pelaut dan juga'
sebagai fasfiitas ijin ke darat serta transit
dan pemindahan pelaut (kecuali terdapat
alasan yang kuat untuk meragukan keaélian
dokumen tersebut).

21, Ketentuan mengenai ijin ke darat menyatakan

bahwa pelaut tidak harus diwajibkan memiliki
" visa untuk tujuan ljin ke darat.
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22. Dokumen Identitas Pelaut akan dikeluarkan
oleh negara kebangsaannya.

23. Dokumen Identitas Pelaut adalah dokumen
yang berdiri sendiri dan bukan pasport.

24, Dokumen Identitas Pelaut berlaku paling
lama 10 tahun dan dapat diperpanjang
setelah lima tahun masa berlakunya yang
pertama., '

Menyimak materi yang termuat di dalam
Konvensi ILO No. 185 tersebut, maka dapat
dibayangkan betapa pentingnya Dokumen
ldentitas pelaut ini bagi pelaut-pelaut yang akan
berlayar ke wilayah hukum negara lain.

Namun yvang paling pokok yang perlu mendapat

perhatlan adalah bahwa :

1. SID atau Dokumen Identitas Pelaut ini
merupakan suatu bentuk dokumen yang
berdiri sendiri dan bukan merupakan
paspor (this document is a stand alone
document and not a passport) (Ketentuan
pasal 3 angka 5 huruf 6 Konvensi iILO No.
185),

2. Fasilitas ijin ke darat serta transit dan
pamindahan pelaut. (Ketentuan Pasal &
Konvensi ILO No. 185),

Konvensi ILO No. 185 mempunyal artl yang
sangat penting bagi sektor ketenagakerjaan
khususnye di bidang kepelautan {maritim}. Saat
ini ada sekitar 120.000 pelaut Indonesia yang
bekeria di kapal asing khususnya yang
berbendera negara-negara Eropa dan Amerika.

SID ini akan menjadi dokumen yang sangat
penting bagi kelangsungan kesempatan kerja

bagi pelaut, karena SID ini merupakan doimen
tambahan selain paspor dan buku pelaut.

‘Dengan demikian berarti bahwa pelaut yang

tidak memiliki SID akan mendapat kesulitan
untuk bekerja di asing dan
menggunakan ijin singgah (fasilitas cuti darat)
di pelabuhan atau negara-negara di dunia.

kapal-kapal

Dalam melaksanakan tugasnya pelaut
juga dihadapkan pada resike persaingan
dengan pelaut asing dan ancaman keamanan
terhadap keselamatan peiaut. Oleh karena itu
untuk memberikan perlindungan kepada pelaut
Indonesia selain dari kompetensi, maka
Pemerintah Indonesia sebagai bagian darl
negara ~anggota ILO diharapkan dapat
meratifikasi Konvensi ILO No. 185 mengenai
Dokumen Identitas Pelaut. Dengan demikian
akan diperoleh kemudahan kepada para pelaut
Indonesia dalam berbagai aktivitasnya,

Selain itu melalui sistem yang dibangun dengan
penerbitan SID ini maka akan diperoleh data
base pelaut darl suatu negara dan mencegah
kemungkinan timbulnya ancaman terhadap
keselamatan pelaut, dan berbagai fasilitas
kepelautan yang ada.

Sehubungan dengan itu, sebagal upaya untuk |
melindung pelaut Indonesia yang bekerja di kapal
berbendera asing dan untuk menghindari
terjadinva  pemutusan hubungan kerja karena
pelaut  Indonesia  tidak memiliki Dokumen
Identitas Pelaut, maka Pemerintah Indonesia
merencanakan untuk meratifikasi Konvensi ILO No,
185,
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Il. PERATURAN QR£NMWN
Langkah ‘awal yang dilakukan adalah
melakukan ﬁéngkajian dan  harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Konvensi ILO No. 185, yaitu :
A. Bldang Hubungan Luar Negeri
1. UY No. 24 Tahun 1999 tentang Perjanjian
Internasional;
2. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Hubungan

Luar Negerni,

B. Bidang Ketenaﬁakeujaan
1. UU No. 19 tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO No, 138
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan  (ketentuan  tentang |

cuti/istirahat bagi pekerfa/buruh.
Perbedaannya hanya terletak pada waktu
pelaksanaan cuti/istirahat),

Ketentuan pasal 79 : Pengusaha wajib
memberikan waktu istirhét dan cuti kepada
pekerja/buruh. '

3. U0 No. 39 tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ketentuan yang diatur di dalam UU
tersebut antara lain menegaskan
bahwa yang dimaksud dengan :

a. Tenaga Kerfa indonesla/TK! adalah
setiap warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat untuk |

bekerja di luar negeri dalam
hubungan kerja untuk jangka
wakty tertentu dengan menerima

upah (pasal 1 angka 1);

b. Demikian puta perlindun;n TK!
adalah segala upaya untuk
melindungi  kepentingan calon
TKI/TK! dalarn mewujudkan
terfaminnya  pemenuhan  hak-
haknya sesuai dengan peraturan
perundangundangan, = baik
sebelum, selama maupun sesudah
bekerja (pasal 1 angka 4);

C. Pénempatan dan perlindungan
calon  TKI/TKI berasaskan |
keterpaduan, persamaan hak,
"~ demokrasi, keadilan sosial,
kesetaraan dan keadilan gender,
anti  diskriminasi serta  antl
perdagangan manusia (pasal 2 );

d. Pemerintah bertanggung Jawab
untuk meningkatkan upaya
perlindungan TKI di luar negeri
{pasal 6);

e. Penempatan THI pada pekerjaan
dan jabatan tertentu diatur lebih
lanfut dengen Peraturan Menteri
{(vang dimaksud pekerjaan dan
Jabatan tertentu adalah pekerfaan
sebagal pelaut) (pasal 28). '

4, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh,

5. Keppres No. 26 tahun 1990 tentang

Pengesahan Konvensi IL0 No. 144
tentang Konsultasi Tripartit.
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C. Bidang Kepelautan
I. Undangundang Rl No. 21
Pelayaran, khususnya Pasal 61 yang
menyebutkan
(1) Dilarang mempekerjakan seseorang di
kapal dalam jabatan apapun tanpa
disijit dan tanpa memiliki kemampuan
serta pelaut  yang
- dipersyaratkan.,
{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (i} diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,

tentang

dokumen

2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 |.

tentang Kepelautan , khususnya Pasal 15

yang menyebutkan :

(1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal
dengan ukuran kurang dari GT. 35
untuk kapal Jenis tertentu, ukuran GT.
35 atau lebih untuk ckapal dengan
tenaga penggerak mesin, dan ukuran
GT. 105 atau lebih.

(2) Untuk kapal tanpa tenaga penggerak
mesin, harus disljil oleh pejabat
Pemerintah yang ditunjuk  oleh
Menteri.

(3) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan
Buku Pelaut,

(4) Buku Pelaut sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2} merupakan identitas
bagl pelaut dan berlaku sebag
dokumen perjalanan bagl pelaut yang
akan naik kapal diluar negerl atau
menuju Indonesia satelah turun kapal
di luar negeri.

(5) Ketentuan lebih fanjut’ mengendi tata
cara penyillan dan buku pelaut
sehagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri,

D. Bidang Keimigrasian
1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian.
a. Pasal3
 Setiap orang yang masuk stau ke
fuar witayah indonesia wajib memiliki
surat perjalanan.

b. Pasal4
’ () Setlap orang dapat ke luar
wilayah  Indonesia  setelah
mendapat Tanda Bertolak,
(2) Setiap orang asing dapat
masuk ke wilayah Indonesla
setelah mendapat ljin masuk.

¢. Pasalé

(1) Setiap orang asing yang masuk ke
wilayah Indonesia wajib memiliki
visa,

(2) Visa diberikan kepada orang asing

yang maksud dan  tujuan
kedatangannya di  Indonesla
bermanfaat serta tidak akan
menimbulkan gangguan terhadap
ketertiban
naslonal,

dan keamanan
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2. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, lzin
masuk dan Izin Keimigrasian.
3. PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat

Perjalanan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian dan harmonisasi peraturan
i:erundangan tersebut, maka ketentuan yang diatur
didalam konvensi ini tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang beraku. Sehingga
tidak ada halangan bagi Pemerintah Indonesia
untuk segera meratifikasi Konvensi ILO tersebut,
karena Dokumen tersebut saat ini sangat
dibutuhkan oleh para pelaut Indonesia.

re,

ill. KESIMPULAN _
_ Pemerintah Indonesia _diharapkan 'da'pat
segera meratifikasi Konvené_i_lLO No. 185 ini. Hal ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan
perlindungan bagl tenaga kerja Indonesia yang
berprofesi sebagai pelaut. Dengan demikian pelaut
Indonesia dapat bekerja dengan teﬁang dan
nyaman dimanapun kapal tersebut barlabuh, * %%

- -Dra. Erwina WH
Kasub, Bagian Penelaahan dan Evakias! Konvensi
_ Internasiono!
Biro Hukum Depnakertrans
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